DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung.
Anggara, S. (2016). Kebijakan Publik. Pustaka Setia. Jakarta.

Amiri, K. (2020). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara Akuntabel
Menuju Good Governance. Potret Pemikiran, 7(1), 1-10.

Bareta, R., Dwiyantoro, Y., & Adhiputranto, P. (2020). Kajian Pengenaan Biaya
dalam Penggunaan Barang Milik Negara. Jurnal Manajemen
Perbendaharaan, 1(1), 95-115.

Firdaus, A. (2019). Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam
sertifikasi tanah barang milik negara. Jurnal Manajemen Kekayaan
Negara, 12(1), 45-56.

Firmansyah. (2023). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen
Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di
Indonesia. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis, 6(2),
1-12.

Hermon, Dedi (2014). Geografi Bencana Alam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kodoatie, R.J., (2016). Pengantar Manajemen Infrastruktur. PT. Pustaka Pelajar.
Jakarta.

Listyaningsih. (2017). Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan
Implementasi. Graha [lmu. Yogyakarta.

Lestari, A. (2021). Tantangan dan solusi dalam implementasi sertifikasi tanah
barang milik negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Surabaya. Jurnal Pengelolaan Kekayaan Negara, 10(1), 34-47.

Moleong, L. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja
Rosdakarya. Bandung.

Nugroho, Sigit Sapto. (2017). Hukum Waris Adat Indonesia. Pustaka Iltizam. Solo.

Nurdinawati, E. (2019). Menuju Desa Siaga Bencana: Alam, Nonalam, dan Sosial
CV. Hijaz Pustaka Mandiri. Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

120



Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.

Prasetyo, E. (2021). Efektivitas pengelolaan sertifikasi tanah barang milik negara
dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Pembangunan Infrastruktur
dan Aset, 7(4), 45-59.

Riawati, S. (2018). Evaluasi implementasi sertifikasi tanah barang milik negara
untuk peningkatan pengelolaan aset negara. Jurnal Pengelolaan Aset
Negara, 15(2), 123-134.

Salim, M. (2022). Studi kasus: Implementasi sertifikasi tanah barang milik negara
di KPKNL Jakarta Timur. Jurnal Pengelolaan Aset dan Lelang, 13(1),
56-68.

Siagian, Sondang. P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara:
Jakarta.

Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Pustaka
Belajar. Yogyakarta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabet.
Bandung.

Sulaiman, 1. (2020). Analisis faktor penghambat sertifikasi tanah barang milik
negara di KPKNL Banda Aceh. Jurnal Hukum dan Kebijakan Tanah,
9(3), 101-112.

Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-
Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.

Yuniarto, A. (2020). Melihat Perlunya Pemerintah Melakukan Program Revaluasi

Aset Barang Milik Negara. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN),
1(2), 1-8.

Yuliana, T. (2023). Pengaruh sertifikasi tanah barang milik negara terhadap
pengelolaan aset negara di KPKNL Medan. Jurnal Keuangan dan
Pengelolaan Aset, 18(2), 89-101.

121



